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BAB  III 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara normatif ini dan 

dari uraian pembahasan bab 2 yang diangkat berdasarkan rumusan masalah. 

Penulis mengambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan polri dalam 

mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam tindak 

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah: 

1. Para pihak (suami-istri atau terlapor dan pelapor) telah sepakat 

untuk berdamai 

2. Para pihak (suami-istri atau terlapor dan pelapor) secara sadar ingin 

mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka 

3. Terlapor menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatannya 

4. Adanya pembayaran ganti rugi oleh pihak terlapor kepada  pihak 

pelapor berdasarkan kesepakatan  

5. Pelapor mencabut atau menarik kembali laporannya berdasarkan 

pasal 75 KUHP 

6. Para pihak menyadari bahwa anak-anak hasil perkawinan mereka 

juga akan menjadi korban akibat keegoisan mereka 
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Dengan catatan bahwa semua poin tersebut diatas dituangkan dalam 

surat kesepakatan bersama atau yang sering disebut akta perdamaiaan, yang 

ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh penyidik polri. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis dapat 

memberikan saran yaitu: 

1. Perlu adanya suatu regulasi dalam institusi polri yang mengatur 

mengenai penggunaan kewenangan diskresi oleh penyidik polri 

khususnya penerapan dalam penyelesaian konflik kekerasan dalam 

rumah tangga mengingat sulitnya  pembuktian dalam kasus tersebut ; 

2. Polisi dalam menggunakan kewenangan diskresi harus secara efektif 

dan efisien agar masyarakat selalu merasa nyaman, aman  dan 

tentram tujuannya agar hubungan masyarakat dan polisi selalu 

terjalin dengan baik dan harmonis.  
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